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Abstrak: Kawasan pesisir memiliki interaksi berbagai komponen dari daratan, lautan serta 
aktivitas manusia yang dihadapkan oleh kenaikan muka air laut, sehingga menjadi wilayah 
paling rentan di bumi. Kabupaten Bintan memiliki Kawasan pesisir yang berhadapan dengan 
laut terbuka dan mengalami perkembangan sektor wisata. Tujuan penelitian yaitu menilai 
kerentanan kawasan pesisir Kabupaten Bintan. Penilaian menggunakan integrated Coastal 
Vulnerability index (ICVI) berdasarkan parameter fisik dan sosial ekonomi yang 
dikombinasikan dengan Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil Penelitian menunjukkan 
kerentanan fisik pada kategori sedang (1,79%), tinggi (17,77%), dan sangat tinggi (80,45%) 
dengan kontribusi terbesar yaitu bentuk lahan dan elevasi. Semakin tinggi tingkat kerentanan 
fisik menunjukkan bentuk lahan yang lebih rentan dengan elevasi yang semakin rendah. 
Kerentanan sosial ekonomi berada pada kategori rendah (1,02%), sedang (51.19%), tinggi 
(6,89%), dan sangat tinggi (40,11%) dengan kontribusi terbesar yaitu kepadatan penduduk. 
Semakin tinggi tingkat kerentanan sosial ekonomi menunjukkan semakin tinggi nilai dan 
sistem sosial ekonomi suatu wilayah. Tingkat kerentanan wilayah berada pada kategori 
sedang (9,72%), tinggi (48,30%) dan sangat tinggi (41,98%). Kategori sangat tinggi 
menunjukkan permukiman kepadatan tinggi di kerentanan fisik sangat tinggi. Kategori tinggi 
menunjukkan tidak terdapat permukiman padat namun memiliki lokasi wisata dan jalan di 
tingkat kerentanan fisik tinggi. Kategori sedang menunjukkan hanya terdapat lokasi wisata 
dan jalan pada kerentanan fisik sedang. Strategi pengelolaan kawasan pesisir tingkat 
kerentanan sangat tinggi melalui integrasi pola protektif dan akomodatif, tingkat kerentanan 
tinggi melalui pola protektif dan ,tingkat kerentanan sedang melalui pola akomodatif dan 
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mundur. Penerapan strategi diintegrasikan dengan konsep Integrated Coastal Zone 
Management (ICZM) yang memperhatikan kondisi ekosistem, sosial dan kelembagaan.  

Kata Kunci: Bintan, ICVI, Kawasan Pesisir, Kerentanan, Pengelolaan 

 
Abstract: Coastal areas are affected by various components from land, sea, and human activities 
threatened by sea level rise, making it one of the most vulnerable on earth. Bintan Regency has 
coastal areas facing the open sea and coastal development in the tourism sector. The research 
aims to assess the vulnerability of Bintan’s coastal areas for coastal management. The 
methodology used is the Integrated Coastal Vulnerability Index (ICVI) integrated with Analytic 
Hierarchy Process (AHP). The results showed that the physical vulnerability is moderate (1,79%), 
high (17,77%), and very high (80,45%). The largest contribution is landform and elevation. 
Higher levels of physical vulnerability indicate areas with more vulnerable landforms and lower 
elevations. Socio-economic vulnerability is low (1,02%), moderate (51,19%), high (6,89%), and 
very high (40,1%). The largest contribution is population density. The higher the level of 
socioeconomic vulnerability, the higher the value and socioeconomic system in an area. 
Integrated coastal vulnerability is moderate (9,72%), high (48,30%), and very high (41,98%). 
Very high vulnerability has high-density settlements in areas of very high physical vulnerability. 
High vulnerability has tourist sites and roads without dense settlements in areas of high physical 
vulnerability. Moderate Vulnerability only has tourist sites and roads in areas of moderate 
physical vulnerability. Coastal management for very high vulnerability is based on integrated 
protective and accommodative strategies. High vulnerability is based on protective strategies. 
Moderate vulnerability is based on accommodative and retreat strategies. These strategies are 
integrated with Integrated Coastal Zone Management, which considers ecosystem, social, and 
institutional. 

Keywords: Bintan, ICVI, Coastline, Vulnerability, Management  

 
Pendahuluan  

Permasalahan global seperti perubahan iklim yang terjadi saat ini menyebabkan 
kawasan pesisir menjadi lebih rentan terhadap suatu bahaya (Fitton et al., 2021; Mondal et 
al., 2022). Perubahan kondisi alam dan peningkatan aktivitas manusia menyebabkan 
perubahan sistem dan proses di kawasan pesisir dalam menghadapi atau merespons suatu 
bahaya (De Serio et al., 2018; Pramanik et al., 2016). Salah satu bahaya di kawasan pesisir 
yaitu kenaikan muka air laut yang semakin meningkat. Kenaikan muka air laut dapat 
memberikan tekanan pada sistem lingkungan dan infrastruktur pesisir, perubahan profil 
pesisir, intrusi air laut, erosi, banjir dan kerusakan ekosistem (Nadya & Salim, 2023).  

Kawasan pesisir memiliki interaksi berbagai komponen lingkungan dari daratan, 
lautan serta aktivitas manusia yang kemudian dihadapkan oleh kenaikan muka air laut 
sehingga menjadi wilayah paling rentan di bumi (Imran et al., 2020). Kerentanan kawasan 
pesisir merupakan tingkatan terhadap suatu sistem dan proses di kawasan pesisir dalam 
menghadapi atau merespons suatu ancaman bencana (Pasaribu et al., 2022). Tingkat 
kerentanan dipengaruhi berbagai kondisi fisik seperti geomorfologi, perubahan garis 
pantai, ketinggian permukaan tanah, kemiringan pantai, pasang surut, gelombang, kenaikan 
muka air laut dan pasang surut (Hamuna et al., 2018; Joesidawati, 2016; Sakka et al., 2014). 
Kerentanan juga akan meningkat di wilayah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas 
sosial ekonomi yang tinggi (Armenio et al., 2017; Maanan et al., 2018)  

Penilaian tingkat kerentanan kawasan pesisir sangat penting bagi Indonesia yang 
merupakan negara kepulauan. Kabupaten Bintan memiliki kawasan pesisir yang 
berhadapan dengan Laut Cina Selatan serta perkembangan pada sektor pariwisata yang 
merupakan aktivitas sosial ekonomi yang paling dominan (Suhana et al., 2021). 
Perkembangan pada sektor pariwisata menyebabkan alih fungsi lahan menjadi sarana 
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akomodasi pariwisata di wilayah pantai menjadi fasilitas akomodasi wisata yang meningkat 
setiap tahun, sehingga 80% lahan di pantai telah dimiliki oleh pengembang untuk  
membangun sarana wisata (Miswanto, 2018). Informasi mengenai tingkat kerentanan 
merupakan bagian yang diperlukan dalam penerapan pelestarian dan perlindungan 
kawasan pesisir (Sekovski et al., 2020). Informasi tersebut dapat diperoleh melalui kajian 
dengan memanfaatkan penelitian terdahulu sebagai acuan penilaian kerentanan. 

 Penelitian terdahulu yang banyak dilakukan di Indonesia sebagian besar didasarkan 
pada penilaian terhadap kondisi fisik namun belum mempertimbangkan kondisi sosial 
ekonomi di kawasan pesisir. Penelitian kerentanan pada Kabupaten Demak menunjukkan 
bahwa variasi kerentanan diakibatkan oleh parameter perubahan garis pantai (Primasti et 
al., 2021). Penilaian kerentanan di Bali  dilakukan menggunakan parameter geomorfologi, 
elevasi pantai, laju perubahan garis pantai, laju perubahan muka air laut, jarak pasang surut, 
dan gelombang signifikan (Hastuti et al., 2022). Penelitian mengenai kerentanan kawasan 
pesisir di utara dan timur Pulau Bintan dengan menggunakan tujuh variabel fisik yaitu 
geomorfologi, kemiringan pantai, ketinggian permukaan tanah, perubahan garis pantai,, 
gelombang, pasang surut, dan perubahan muka air laut (Suhana et al., 2021). Penelitian 
terdahulu menunjukkan penilaian kerentanan dilakukan hanya berdasarkan kondisi fisik 
suatu wilayah. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menilai kerentanan 
kawasan pesisir Kabupaten Bintan dengan mengintegrasikan kondisi fisik dan sosial 
ekonomi guna menyusun strategi pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan tingkat 
kerentanan. Kawasan pesisir Kabupaten yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan dan 
terjadi pertumbuhan pariwisata menjadikan kawasan pesisir yang representatif bagi 
kawasan pesisir di Indonesia yang menghadapi tekanan fisik dan sosial secara bersamaan. 
Dengan demikian, penelitian ini dapat manfaatkan sebagai dasar penilaian kerentanan 
pesisir di Indonesia yang memiliki karakteristik yang sama. 

Metode Penelitian  

Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Pulau Bintan khususnya kawasan pesisir timur dan utara yang 
merupakan wilayah administrasi Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah 
kajian mengikuti garis pantai dengan Panjang ±117.67 km. Lokasi penelitian tersebut 
memiliki kesamaan karakteristik yaitu mengalami tekanan secara fisik dan sosial ekonomi. 
Secara geografis lokasi kawasan pesisir tersebut berhadapan dengan Laut Cina Selatan. 
Kawasan pesisir tersebut dimanfaatkan untuk pariwisata, konservasi padang lamun, dan 
permukiman. Pariwisata menjadi aktivitas sosial ekonomi yang paling dominan pada 
Kabupaten Bintan (Suhana et al., 2021). Lokasi Penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Lokasi Penelitian  

Data yang Digunakan 

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer ini yaitu data 
observasi dan data hasil wawancara pakar. Data sekunder didapat dari studi literatur dan 
instansi seperti citra satelit, digital elevation model nasional (DEMNAS), data Hidro-
oceanografi, peta sistem lahan, peta rupa bumi Indonesia (RBI), jumlah penduduk dan 
daftar pariwisata Kabupaten Bintan. Penentuan responden dilakukan dengan purposive 
sampling yang ditujukan pada pakar yang memiliki pemahaman mengenai dinamika dan 
pengelolaan kawasan pesisir. Data tersebut digunakan untuk mendapat nilai kenaikan 
muka air laut dan variabel kerentanan. 

Data kenaikan muka air laut diperoleh dari sea level tahun anomaly (SLA) 1993-2023 
oleh Copernicus Climate Change Service dengan mempertimbangkan  ketersediaan data 
serta kesesuaiannya dalam menggambarkan dinamika kenaikan muka air laut.. Penggunaan 
data sea level anomaly (SLA) karena menggambarkan ketinggian muka air laut tanpa efek 
dinamis seperti tekanan atmosfer dan pasang surut air laut (Setianingsih et al., 2018).  

Variabel parameter fisik terdiri dari bentuk lahan (Landform), perubahan garis 
pantai, elevasi, pasang surut, dan gelombang. Bentuk lahan diperoleh citra Landsat 8 OLI 
tahun 2023, DEMNAS, Peta sistem lahan dan observasi lapangan. Perubahan garis pantai 
diperoleh dari citra Landsat 5 TM tahun 1993, citra Landsat 7 ETM+ tahun 2003, dan citra 
Landsat 8 OLI tahun 2013 dan 2023 yang diolah menggunakan Digital Shoreline Analysis 
System (DSAS). Rentang waktu 30 tahun dengan interval 10 tahun digunakan berdasarkan 
ketersediaan data serta pertimbangan terhadap perkembangan wilayah yang mulai terlihat 
pada tahun 1993. Data Elevasi diperoleh dari DEMNAS yang memiliki resolusi spasial yang 
lebih tinggi yaitu 0,27 arc-second dibandingkan resolusi data DEM Internasional yaitu 3 arc-
second. Pasang surut diperoleh dari data pasang surut Badan Informasi Geospasial (BIG) 
tahun 2023 dengan menggunakan metode admiralty yang merupakan metode yang efisien, 
akurat dan fleksibel dalam menggambarkan kondisi pasang surut (Ulum & Khomsin, 2013).  
Gelombang diperoleh dari data significant wave height (SWH) 1993-2023 oleh European 
Centre For Medium- Range Weather Forecast (ECMWF) dengan menggunakan stasiun 

https://doi.org/10.14710/jwl.13.3.72-91


  Ariko Vega Munandhar, Bachtiar Wahyu Mutaqin, Djati Mardiatno  76 

 

JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN, 13 (3), 72-91 

https://doi.org/10.14710/jwl.13.3.72-91 

terdekat pada lokasi penelitian dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta 
perkembangan pada wilayah penelitian. 

Variabel parameter sosial ekonomi terdiri dari jalan, land use/land cover (LU/LC) 
lokasi pariwisata dan kepadatan penduduk. Jalan diperoleh dari Peta Rupa Bumi Indonesia 
(RBI) skala 1:50.000. Land use/ land cover (LU/LC) dari citra Landsat 8 OLI tahun 2023 
melalui klasifikasi terbimbing yang kemudian divalidasi melalui Google Earth dan observasi 
lapangan. Data Lokasi pariwisata diperoleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bintan. 
Kepadatan penduduk terdiri dari data jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kepulauan Riau dan luas wilayah desa/kelurahan diperoleh dari Peta Rupa 
Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000. 

Analisis Data  

Analisis Kenaikan Muka Air Laut  

Analisis Kenaikan muka air laut digunakan untuk menentukan batas kajian analisis 
kerentanan serta menggambarkan intensitas genangan. Batas wilayah untuk analisis data 
variabel kerentanan ditentukan berdasarkan jarak terjauh potensi kenaikan muka air laut 
terhadap wilayah daratan. Penentuan batas kajian tersebut berdasarkan overlay terhadap 
tinggi genangan akibat kenaikan muka air laut dan elevasi. Perhitungan genangan dilakukan 
berdasarkan proyeksi kenaikan muka air laut menggunakan regresi linier. Perhitungan 
genangan dilakukan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 (Hidayah et al., 2023). 

 
Keterangan  
HHWL  = Highest High Water Level 
MSL  = Mean Sea Level 
SLR  = Sea Level Rise 
t1  = Tahun Akhir 
t0  = Tahun Awal 
 

Analisis Kerentanan  

Analisis variabel kerentanan dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif 
yang diklasifikasikan berdasarkan skor pada setiap variabel. Klasifikasi tersebut digunakan 
untuk menilai tingkat kerentanan fisik, sosial ekonomi dan wilayah. Klasifikasi dilakukan 
berdasarkan penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dan kesamaan metode dan 
karakteristik lokasi penelitian. Klasifikasi skor dapat dilihat pada Tabel 1. Metode yang 
digunakan untuk menilai tingkat kerentanan yaitu integrated Coastal Vulnerability index 
(ICVI) yang dikombinasikan dengan Analytic Hierarchy Process (AHP).  

Tabel 1. Penentuan Skor Tingkat Kerentanan 

No Parameter 

Klasifikasi 

1 

Sangat Rendah 

2 

Rendah 

3 

Sedang 

4 

Tinggi 

5 

Sangat Tinggi 

1 Bentuk Lahan 
Landforms/ 
Features) 

Pantai 
bertebing 

tinggi berbatu 

Pantai bertebing 
menengah 

berbatu 

Pantai 
bertebing 

rendah 
berbatu 

Pantai berbatu, 
estuari, laguna 

Pantai berpasir, rawa, 
mangrove, delta, 

berlumpur, lamun 

2 Perubahan garis 
pantai (m/thn) 

> (+2.0) (+1.0)-(+2.0) (-1.0)-(+1,0) (-2.0)-(-1.0) < (-2.0) 

3 Elevasi (m) > 30 20 - 30 10 - 20 5 - 10 0 - 5 

Tinggi Genangan =  HHWL − MSL  
Prediksi genangan =  Tinggi genangan +  (SLR x (t1 − t0)  

 
(2) 
(1) 
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No Parameter 

Klasifikasi 

1 

Sangat Rendah 

2 

Rendah 

3 

Sedang 

4 

Tinggi 

5 

Sangat Tinggi 

4 Kenaikan muka air 
laut 

(mm/tahun) 

< 1,8 1,8- 2,5 2,5-3,0 3,0-3,4 > 3,4 

5 Pasang 

surut (m) 
< 1.0 1.0 – 2.0 2.0 – 4.0 4.0 – 6.0 > 6.0 

6 Gelombang (m) <0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 > 2 

7 Jalan (km)(b) > 2.0 1,6-2,0 1.0-1.5 0.5-1.0 < 0.5 

8 Land use/ land 
cover (LU/LC) Badan Air 

Terbuka, 
mangrove dan 

padang rumput 
Hutan pertanian 

Kawasan terbangun, 
perkotaan dan 

industri 

9 Lokasi 

pariwisata 
- Tidak ada - Ada - 

10 Kepadatan 
penduduk 
(jiwa/Km2) 

< 150 150-300 300-500 500-1000 >1000 

Sumber : Ariffin et al., 2023; Hamuna et al., 2018; Hastuti et al., 2022; Joesidawati, 2016; Oktaviani et al., 

2023; Ramnalis et al., 2023; Rumahorbo et al., 2023 

AHP ss diperoleh konsisten, sebaliknya apabila CR > 0,10 (10%) maka perlu evaluasi 
kembali matrik yang diperoleh (Alwi & Mutaqin, 2022). 

Integrated Coastal Vulnerability index (ICVI) merupakan metode yang 
menggabungkan nilai kerentanan variabel fisik dan sosial ekonomi yang memiliki bobot 
tertentu pada setiap variabelnya sehingga dapat menggambarkan kerentanan total 
kawasan pesisir secara spasial. Perhitungan tingkat kerentanan dilakukan dengan 
persamaan 3, persamaan 4, dan persamaan 5 (Charuka et al., 2023). 

Physical Vulnerability Index (PVI)                         = W1X1 + W2X2 + W3X3. . . . 

Socio − economic Vulnerability Index (SVI)       = W1X1 + W2X2 + W3X3. . . . 

Integrated Coastal Vulnerability index (ICVI)    = (PVI +  SVI)/2  

Keterangan :  
W = bobot  
X  = skor kerentanan  

Tingkat kerentanan kawasan pesisir diklasifikasikan menjadi kategori sangat tinggi (4-
5), tinggi (3-4), sedang (2-3), dan rendah (Pasaribu et al., 2022). Penentuan parameter yang 
dominan terhadap kerentanan dilakukan dengan penentuan rasio perbandingan antara PVI 
dan SVI (Tano et al., 2018). Penentuan parameter dominan digunakan untuk 
menggambarkan kondisi kerentanan untuk pengelolaan kawasan pesisir. Kontribusi antara 
PVI dan SVI dapat ditentukan kategori persamaan berikut 
1. Apabila SVI/PVI<1 atau PVI > SVI maka kontribusi parameter fisik lebih dominan pada 

suatu wilayah 
2. Apabila SVI/PVI>1 atau PVI < SVI maka kontribusi parameter Sosial ekonomi lebih 

dominan pada suatu wilayah  
3. Apabila SVI/PVI=1 atau PVI = SVI maka kontribusi parameter fisik dan sosial ekonomi 

sama/seimbang 
 

(3) 
(4) 
(5) 
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Hasil dan Pembahasan  

Kenaikan Muka Air Laut  

Kenaikan muka air laut yaitu di wilayah Kabupaten Bintan tahun 1993-2023 yaitu 4,2 
mm/tahun. Penelitian Handoko et al. (2020) menunjukkan nilai kenaikan muka air laut 
Indonesia tahun 1993-2018 yaitu 4,6 mm/tahun. Penelitian Sulaiha et al. (2020) 
menunjukkan nilai kenaikan muka air laut wilayah Laut Jawa dan Laut Cina Selatan tahun 
2002-2019 yaitu 4,1 mm/tahun. Kondisi di lokasi penelitian menunjukkan hasil yang tidak 
jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya di wilayah regional yang sejenis. Pemanasan 
global dan perubahan iklim yang terjadi menimbulkan salah satu potensi bencana yaitu 
kenaikan muka air laut. Suhu rata-rata global pada tahun 2001-2020 meningkat hingga 1,09 
oC daripada tahun 1850-1900 (IPCC, 2023). Kondisi tersebut menyebabkan kenaikan 
permukaan laut akibat peningkatan volume air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di 
kawasan kutub. Kenaikan muka air laut memengaruhi berbagai proses di kawasan pesisir 
yang berdampak pada kerentanan atau kemampuan kawasan pesisir untuk menghadapi 
suatu bencana (Joesidawati, 2016). Identifikasi kenaikan muka air laut kawasan pesisir 
Kabupaten Bintan dilakukan melalui peta potensi banjir pesisir. Potensi banjir pesisir 
disusun melalui proyeksi genangan berdasarkan tren kenaikan muka air laut.  

Proyeksi genangan selama 100 tahun menunjukkan tinggi genangan maksimum di 
wilayah Kabupaten Bintan yaitu 1,87 m dan 2,09 m. Tinggi genangan di pesisir utara timur 
lebih tinggi dibandingkan pesisir utara diakibatkan lokasi yang menghadap lautan terbuka 
sehingga menghasilkan kondisi pasang surut yang berbeda. Kondisi tersebut sesuai dengan 
penelitian Pamungkas, (2018) bahwa kisaran tertinggi nilai pasang surut di kawasan pesisir 
utara Pulau Bangka yang merupakan perairan terbuka lebih tinggi dibandingkan wilayah 
selatan Pulau bangka yang merupakan perairan selat sadai. 

Proyeksi genangan skenario 10 tahun utara Pulau Bintan menunjukkan luas total 
wilayah yang tergenang yaitu 361,6 Ha dengan luas genangan tertinggi pada Berakit. 
Proyeksi genangan 100 tahun menunjukkan peningkatan luas wilayah yang tergenang 
menjadi 557.1 Ha. Kondisi tersebut menunjukkan genangan tidak hanya terjadi pada garis 
pantai namun meluas hingga ±500 meter dari garis pantai di wilayah Pengundang. Peta 
tinggi genangan kawasan pesisir utara dapat dilihat pada Gambar 2. Proyeksi genangan 
skenario 10 tahun pada timur menunjukkan luas total wilayah yang tergenang yaitu 60,9 
Ha dengan luas genangan tertinggi pada Malang Rapat. Berdasarkan proyeksi genangan 
pada skenario 100 tahun menyebabkan peningkatan luas wilayah yang tergenang menjadi 
92,2 Ha. Peta tinggi genangan kawasan pesisir utara dapat dilihat pada Gambar 3. Validasi 
lapangan menunjukkan wilayah dengan potensi genangan terjadi di wilayah mangrove dan 
pantai berpasir yang memiliki elevasi yang rendah. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara 
kejadian banjir pesisir terjadi bulan Desember-April akibat angin monsoon. Berdasarkan 
hasil analisis kenaikan muka air lau maka penentuan Batas wilayah kajian kerentanan yaitu 
500 meter dari garis pantai yang merupakan jarak genangan terjauh dari garis pantai.  
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Sumber: Hasil Analisis, 2024 

 

Gambar 2. Peta Genangan Utara Pulau Bintan  

 

  
Sumber: Hasil Analisis, 2024 

 

Gambar 3. Peta Genangan Timur Pulau Bintan 

Kerentanan Fisik 

Kerentanan fisik mencerminkan kondisi fisik kawasan pesisir dalam menghadapi, 
menanggulangi dan bertahan dari kenaikan muka laut (Yanti et al., 2019). Kondisi fisik 
ditinjau dari bentuk lahan, elevasi, perubahan garis pantai, kenaikan muka air laut, pasang 
surut dan gelombang. Bentuk lahan menggambarkan kondisi fisik dan resistansi kawasan 
pesisir dalam kemampuannya menghadapi erosi yang disebabkan kenaikan muka air laut. 
Elevasi, perubahan garis pantai, kenaikan muka air laut, pasang surut dan gelombang, 
pasang surut menggambarkan kondisi fisik dan resistansi kawasan pesisir terhadap 
genangan atau banjir (Oktaviani et al., 2023). Penilaian kerentanan berdasarkan parameter 
fisik dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Sumber: Hasil Analisis, 2024 

 

Gambar 4.Peta Kerentanan variabel Fisik  

Kawasan pesisir Pulau Bintan menunjukkan bentuk lahan pantai bertebing rendah 
berbatu, pantai berbatu, pantai berpasir, estuary, rawa dan mangrove. Berdasarkan bentuk 
lahan kawasan pesisir utara memiliki kategori sangat tinggi (79,33%), tinggi(16,49%), dan 
sedang (4,18%). Kawasan pesisir timur pulau bintan memiliki kategori sangat tinggi 
(92,94%), tinggi(7,61%). Bentuk lahan dengan kategori sangat tinggi terdiri dari pantai 
berpasir, rawa, dan mangrove. Tingkat kerentanan yang tinggi pada pantai berpasir karena 
kemampuan menahan dampak terhadap genangan air laut dan erosi yang buruk (Ramnalis 
et al., 2023). Bentuk lahan basah yang ditumbuhi vegetasi pada pesisir memiliki 
karakteristik yang sensitif terhadap kenaikan muka air laut karena kondisinya yang terkait 
erat dengan muka air laut dan erosi  (Hastuti et al., 2022). Keberadaan Pantai dengan batuan 
granit sesuai dengan kondisi geologi Pulau Bintan yang memiliki formasi granit karena 
terletak dalam jalur timur granit Asia Tenggara (Setiadi et al., 2021).  

Perubahan garis pantai kawasan pesisir Kabupaten Bintan sebagian besar mengalami 
abrasi. Kondisi tersebut diakibatkan bentuk lahan berpasir (Ramnalis et al., 2023). Selain 
itu, abrasi di wilayah dengan bentuk lahan berbatu sebagian besar diakibatkan akibat 
hilangnya material pasir yang sebelumnya berada di atas batuan tersebut. Wilayah 
mengalami abrasi sebesar 0,79 m/tahun dengan abrasi tertinggi berada di Sebong Lagoi 
sebesar 1,14 m/tahun, sedangkan di kawasan pesisir timur mengalami abrasi sebesar 0,60 
m/tahun dengan abrasi tertinggi berada di Kawal sebesar 1,14 m/tahun. Kawasan pesisir 
utara lebih besar mengalami abrasi dibandingkan wilayah timur. Nilai abrasi yang lebih 
rendah di kawasan pesisir timur Pulau Bintan diakibatkan oleh terdapatnya wilayah 
berbatu serta dari pembangunan waterbreaker dan keberadaan mangrove pada beberapa 
wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan pengaruh pasang surut, gelombang dan arus laut 
yang menyebabkan abrasi menjadi berkurang (husain et al., 2021; Suhana et al., 2021). 

 Sebagian besar Kawasan pesisir Kabupaten Bintan merupakan perbukitan yang 
bergelombang lemah serta dataran aluvial yang landau (Witasari & Prasetyo, 2020). Elevasi 
di kawasan pesisir utara dengan jarak 500 meter dari garis pantai berkisar 0-65 meter. 
Kondisi topografi pada utara Pulau Bintan didominasi oleh relief yang landai dan 
bergelombang. Meskipun demikian, terdapat wilayah dengan kategori bukit curam yang 
rendah pada Sebong Lagoi. Elevasi kawasan pesisir utara kepulauan Bintan terdiri dari 
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kategori sangat rendah (1,18%), rendah (3,79%), sedang (7,06%), tinggi (48,66%) dan 
sangat tinggi (39,31%). Elevasi di kawasan pesisir timur berkisar 0-42 meter. Elevasi 
kawasan pesisir timur terdiri dari kategori sedang (7.31%), tinggi (37.20%) dan sangat 
tinggi (55.49%). Elevasi menentukan potensi terhadap terjadinya perubahan garis pantai 
dan banjir pesisir akibat kenaikan muka air laut (Hamuna et al., 2018).  

Kenaikan Muka air laut tahun 1993-2023 berkisar 4,15-4,35 mm/tahun. Kenaikan 
muka air laut di wilayah perairan Kabupaten Bintan termasuk kategori sangat tinggi. Hasil 
analisis menunjukkan terjadi perubahan kategori kerentanan jika dibandingkan dengan 
penelitian oleh Suhana et al. (2021) yang dilakukan pada tahun 2020. Perubahan dan 
perbedaan kondisi kenaikan muka air laut dapat diakibatkan jangka waktu dan metode 
perhitungan yang berbeda. Kenaikan muka air laut merupakan dampak dari perubahan 
iklim dan pemanasan global. Kenaikan muka air laut memberikan tekanan pada sistem 
lingkungan dan infrastruktur pesisir, perubahan profil pesisir, intrusi air laut, erosi, banjir 
dan kerusakan ekosistem (Nadya & Salim, 2023) 

Wilayah pulau bintan menunjukkan tipe pasang surut mixed tide prevailing semi-
diurnal. Tipe tersebut memiliki kondisi pasang surut di mana dalam satu hari terjadi dua 
kali pasang dan dua kali surut, namun dengan tinggi dan periode berbeda (Arif et al., 2019). 
Rata-rata rentang pasang surut pada tahun 2023 Pulau Bintan yaitu 209.92 cm dan kawasan 
pesisir timur yaitu 238.88 cm. Nilai tersebut menunjukkan kategori rentang pasang surut 
mesotidal. Skoring Parameter tingkat kerentanan nilai yang diperoleh termasuk dalam 
kategori sedang. Pasang surut sangat berkaitan dengan kejadian genangan pada pesisir. 
Pasang surut dalam penilaian kerentanan digunakan untuk menggambarkan variabel yang 
berhubungan dengan erosi dan pergerakan sedimen di kawasan pesisir (Hastuti et al., 
2022). 

Tinggi gelombang rata-rata tahunan yang mencapai garis pantai untuk kawasan 
pesisir Kabupaten Bintan yaitu berkisar antara 0.18-0.37 meter. Nilai gelombang tertinggi 
yaitu berada di Berakit. Berdasarkan penelitian Suhana et al. (2021)) menunjukkan 
significant wave height (SWH) minimum yang berkisar antara 0.10-0.50 mendominasi 
kawasan pesisir timur dan utara Pulau Bintan. Namun pada kondisi tertentu dapat 
meningkat hingga 3.2 meter di kawasan pesisir utara dan 2.90 meter di kawasan pesisir 
timur yang terjadi pada puncak musim selatan (Juni-Agustus) dan musim utara (Desember-
Februari) akibat kecepatan angin yang meningkat. Tinggi gelombang digunakan sebagai 
indikator energi gelombang, yang mencerminkan dampaknya terhadap erosi pantai. 
Gelombang dengan energi lebih besar berkaitan dengan erosi pantai yang lebih cepat dan 
lebih intens (Hastuti et al., 2022). Nilai gelombang berdasarkan skoring parameter tingkat 
kerentanan nilai yang diperoleh termasuk dalam kategori sangat rendah.  

Pembobotan variabel pada parameter fisik menunjukkan nilai CR <10% sehingga 
pembobotan pada parameter fisik dapat digunakan. Pembobotan pada parameter fisik 
dapat dilihat pada Gambar 5. Nilai bobot terbesar yaitu variabel bentuk lahan dengan nilai 
0,427 (42,7%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki kontribusi 
tertinggi terhadap tingkat kerentanan. Penelitian Ramnalis et al. (2023) menunjukkan 
tingkatan pembobotan yang serupa namun terdapat variabel yang lebih tinggi yaitu 
kemiringan (slope). Meskipun terdapat perbedaan nilai pembobotan pada setiap variabel, 
namun tingkatan pembobotan memiliki urutan yang hampir serupa. Bentuk lahan 
merupakan variabel yang penting karena menunjukkan tingkat derajat ketahanan dan 
erodibilitas pada terhadap kenaikan muka air laut (Charuka et al., 2023; Ramnalis et al., 
2023). Nilai pembobotan tersebut kemudian digunakan dalam menentukan tingkat 
kerentanan fisik. 
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Sumber: Hasil Analisis, 2024 

 

Gambar 5. Pembobotan Analytic Hierarchy Process (AHP) Parameter Fisik 

Tingkat kerentanan berdasarkan parameter fisik menunjukkan di wilayah utara 
memiliki nilai PVI yaitu 2.46-4,76 yang didominasi dengan kategori tingkat kerentanan 
sangat tinggi (76,32%). Terdapat beberapa wilayah pada bagian utara dengan tingkat 
kerentanan sedang (2,74%) dan tinggi (20,94%). PVI di wilayah timur memiliki nilai 3,35-
4,48 yang didominasi dengan kategori tingkat kerentanan sangat tinggi (88,43%) dan 
beberapa wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi (11,57%). Wilayah dengan tingkat 
kerentanan tinggi dan sangat tinggi menunjukkan karakteristik bentuk lahan berpasir 
dengan elevasi yang rendah, sedangkan pada tingkat kategori sedang memiliki bentuk lahan 
pesisir pantai bertebing rendah berbatu. Tingkat kerentanan fisik seluruh wilayah 
penelitian yaitu didominasi dengan tingkat kerentanan sangat tinggi (80,45%) dan sebagian 
lainnya pada tingkat kerentanan sedang (1,79%) dan tinggi (17,77%). Peta kerentanan fisik 
Kabupaten Bintan dapat dilihat pada Gambar 6. 

AHP Analytic Hierarchy Process (EVM multiple inputs)

K. D. Goepel Version 07.07.2022 Free web based AHP software on: https://bpmsg.com

n= Number of criteria (2 to 10) Scale: 1 AHP 1-9

N= Number of Participants (1 to 20) a : 0.1 Consensus: 88.4%

p= selected Participant (0=consol.) 2 7
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1 42.7% 15.2%

2 11.7% 2.2%

3 23.3% 6.9%

4 6.6% 1.6%

5 5.2% 1.9%

6 10.5% 2.9%

Result Eigenvalue Lambda: MRE: 29.3%

Consistency Ratio 0.37 GCI: 0.13 Psi: 5.0% CR: 3.4% MRE est 29.4%
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Sumber: Hasil Analisis, 2024 

 

Gambar 6. Peta Tingkat Kerentanan Fisik Kabupaten Bintan 

Kerentanan Sosial Ekonomi 

Kerentanan sosial ekonomi mencerminkan tingkat kerapuhan sosial dan ekonomi 
serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi, menanggulangi dan bertahan terhadap 
bahaya (Putra & Silfiana, 2020). Kondisi sosial ekonomi dalam kajian kerentanan dapat 
dinilai berdasarkan kependudukan, penggunaan/tutupan lahan, jalan dan lokasi pariwisata. 
Penilaian terhadap kerentanan sosial ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kondisi 
masyarakat yang berkaitan dengan nilai kepentingan dan kebutuhan dalam mendukung 
proses sosial dan ekonomi pada suatu wilayah. Penilaian kerentanan berdasarkan 
parameter sosial ekonomi dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2024 
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Gambar 7. Kerentanan variabel Sosial ekonomi 

Keberadaan jalan menunjukkan ketersambungan penggunaan lahan. Keberadaan 
jalan di wilayah Kabupaten Bintan memiliki jarak yang sebagian besar berdekatan dengan 
garis pantai. Namun. Keberadaan jalan pada kawasan pesisir utara terdiri dari kategori 
sangat rendah (1,31%), rendah (0,26%), sedang (1,70%), tinggi (9,40%) dan sangat tinggi 
(87,33%).  Kawasan pesisir timur terdiri dari kategori tinggi (9,74) dan sangat tinggi 
(90,26%). Keberadaan jalan yang berdekatan di kawasan pesisir menunjukkan kerentanan 
yang tinggi terhadap kenaikan muka air laut (Noor & Abdul Maulud, 2022). Selain sebagai 
penghubung aktivitas sosial ekonomi antara wilayah, gangguan pada jaringan jalan akibat 
bencana alam dapat mengakibatkan terputusnya jalur dan meningkatkan dampak karena 
berperan penting dalam evakuasi, bantuan pasca bencana, dan pemulihan (Shaji, 2021).  

Land use/land cover (LU/LC) merupakan faktor penting dalam menentukan 
kerentanan kawasan pesisir (Mahapatra et al., 2015). Klasifikasi dilakukan berdasarkan 
nilai sosial ekonomi yang dapat dirasakan oleh manusia (Hastuti et al., 2022; Mahapatra et 
al., 2015). LU/LC juga dapat mengidentifikasi aktivitas manusia pada suatu lokasi. LU/LC 
Kabupaten Bintan didominasi oleh keberadaan hutan. LU/LC kawasan pesisir utara terdiri 
dari kategori sangat rendah (0,39%), rendah (23,77%), sedang (47,46%) dan sangat tinggi 
(28,38%). Kawasan pesisir timur terdiri dari kategori rendah (31,59%), sedang (29,96%) 
dan sangat tinggi (38,58%). Keberadaan lahan terbangun akibat perubahan lahan dan 
peningkatan penduduk di kawasan pesisir menyebabkan tingkat kerentanan yang lebih 
tinggi terhadap suatu bencana seperti banjir, gelombang tinggi, genangan dan berbagai 
bencana lainnya (Sudha Rani et al., 2015) 

Pariwisata berperan dalam menggerakkan kegiatan sosial dan ekonomi melalui 
ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat (Makmun et al., 2021). Sektor 
pariwisata merupakan aktivitas sosial ekonomi yang paling dominan pada Kabupaten 
Bintan (Suhana et al., 2021). Kegiatan pariwisata pada Kabupaten Bintan menunjukkan 
suatu dampak terhadap alih fungsi menjadi sarana akomodasi yang meningkat setiap tahun. 
sebesar 80% lahan di pantai telah dimiliki oleh pengembang untuk  membangun sarana 
wisata (Miswanto, 2018).  Lokasi wisata sebagian besar berdekatan dengan garis pantai. Di 
kawasan pesisir utara pulau bintan terdapat 40 lokasi wisata, sedangkan pada kawasan 
pesisir timur terdapat 38 lokasi yang berdekatan dengan garis pantai dan terdiri dari resor 
dan wisata pantai. Lokasi yang mendekati garis pantai akan lebih mudah terpapar dan 
mengalami kerugian secara sosial ekonomi. Selain itu, keberadaan lokasi wisata akan 
mengakibatkan semakin banyak orang yang berkumpul sehingga menimbulkan kerugian 
yang cukup besar.  

Kepadatan penduduk dinilai berdasarkan dampak potensial yang dari suatu bahaya 
berdasarkan kerugian ekonomi atau korban jiwa (Lins-de-Barros, 2017; Meddah et al., 
2023). Kepadatan pada kawasan pesisir utara yaitu 1267.36 jiwa/km2. Jumlah dan 
kepadatan penduduk tertinggi yaitu pada Tanjung Uban. Kondisi tersebut menunjukkan 
karakteristik permukiman yang padat dan berdekatan. Kepadatan penduduk kawasan 
pesisir utara terdiri dari kategori sangat rendah (65,54%), Tinggi (10,78%) dan sangat 
tinggi (23,68%). Kepadatan pada kawasan pesisir timur yaitu 1638.30 jiwa/km2. Jumlah 
penduduk tertinggi berada pada Kawal, sedangkan kepadatan tertinggi pada Teluk Bakau. 
Kondisi tersebut menunjukkan Kawal memiliki karakteristik permukiman dengan 
bangunan yang lebih sedikit. Kepadatan penduduk pada kawasan pesisir timur terdiri dari 
kategori sangat rendah (31,62%), Tinggi (7,23%) dan sangat tinggi (62,15%). Karakteristik 
wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih padat menunjukkan potensi kerugian yang 
lebih besar karena semakin banyak penduduk dan infrastruktur (Shaji, 2021). 

Pembobotan pada parameter sosial ekonomi menunjukkan nilai CR <10% sehingga 
pembobotan pada parameter sosial ekonomi dapat digunakan. Pembobotan pada 
parameter sosial ekonomi dapat dilihat pada Gambar 9. Nilai bobot terbesar pada variabel 
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kepadatan penduduk dengan nilai 0,502 (50,2%). Kondisi tersebut menunjukkan 
kepadatan penduduk memiliki kontribusi tertinggi terhadap tingkat kerentanan. Penelitian 
Ramnalis et al. (2023) menunjukkan tingkatan pembobotan yang serupa meskipun terdapat 
penggunaan variabel lain yang berbeda. Kepadatan penduduk menjadi variabel yang 
penting karena menunjukkan kondisi nilai sosial ekonomi pada suatu wilayah terkait 
dengan paparan dan kerugian yang dialami akibat kenaikan muka air laut (Helmy Ariffin et 
al., 2020; Ramnalis et al., 2023).  

 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2024 

 

Gambar 8. Pembobotan Analytic Hierarchy Process (AHP) Parameter Sosial Ekonomi 

Tingkat kerentanan berdasarkan parameter sosial ekonomi menunjukkan di wilayah 
utara memiliki nilai SVI yaitu 1,65-4,93 yang di dominasi dengan kategori tingkat 
kerentanan sedang (63,97%). Terdapat beberapa wilayah pada bagian utara dengan tingkat 
kerentanan rendah (1,57), tinggi (7,61%) dan sangat tinggi (26,85%). Nilai SVI pada timur 
pulau bintan memiliki nilai 3,54-4,86 yang di dominasi dengan kategori tingkat kerentanan 
sangat tinggi (64,88%). Terdapat beberapa wilayah pada bagian timur dengan tingkat 
kerentanan sedang (29,27%) dan tinggi (5,84%). Wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi 
dan sangat tinggi menunjukkan terdapatnya permukiman dengan kepadatan penduduk 
yang tinggi. Tingkat kerentanan sedang menunjukkan tidak terdapatnya kepadatan 
penduduk namun terdapat jalan yang sangat dekat dengan garis pantai. Tingkat kerentanan 
sedang bergantung pada kondisi LU/LC yang sebagian besar merupakan hutan. Tingkat 
kerentanan sosial ekonomi seluruh wilayah penelitian di dominasi oleh sedang (51,19%) 
dan sangat tinggi (40,11%). Selain itu terdapat wilayah dengan tingkat kerentanan rendah 
(1,02%) dan tinggi (6,89%). Peta kerentanan sosial ekonomi dapat dilihat pada Gambar 9. 

AHP Analytic Hierarchy Process (EVM multiple inputs)

K. D. Goepel Version 07.07.2022 Free web based AHP software on: https://bpmsg.com

n= Number of criteria (2 to 10) Scale: 1 AHP 1-9

N= Number of Participants (1 to 20) a : 0.1 Consensus: 76.3%

p= selected Participant (0=consol.) 2 7

Table Comment Weights +/-

1 21.0% 3.9%

2 21.5% 5.8%

3 7.4% 1.7%

4 50.2% 17.0%

Result Eigenvalue Lambda: MRE: 26.1%

Consistency Ratio 0.37 GCI: 0.14 Psi: 8.3% CR: 3.8% MRE est 26.2%
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Gambar 9. Peta Tingkat Kerentanan Sosial Ekonomi Kabupaten Bintan 

Tingkat Kerentanan Kawasan Pesisir 

Kerentanan wilayah pesisir merupakan tingkatan terhadap suatu sistem dan proses 
secara fisik dan sosial ekonomi suatu wilayah dalam menghadapi atau merespons suatu 
ancaman bencana (Pasaribu et al., 2022). Penentuan tingkat kerentanan wilayah dilakukan 
dengan metode Integrated Coastal Vulnerability Index (ICVI). Tingkat kerentanan wilayah 
total menunjukkan di wilayah utara memiliki nilai ICVI yaitu 2,38 – 4,65 yang didominasi 
dengan kategori tingkat kerentanan tinggi (57,83%)  dan beberapa wilayah dengan tingkat 
kerentanan sedang  (13,19%), dan sangat tinggi (28,97%). Wilayah timur memiliki nilai 
ICVI yaitu 2,90 – 4,60 yang didominasi dengan kategori tingkat kerentanan sangat tinggi 
(66,18%) dan beberapa wilayah dengan tingkat kerentanan sedang (2.19%), tinggi 
(31,63%). Kategori sangat tinggi menunjukkan keberadaan permukiman dengan kepadatan 
tinggi yang berada pada kerentanan fisik yang sangat tinggi. Kategori tinggi menunjukkan 
tidak terdapat permukiman yang padat namun memiliki lokasi wisata dan jalan pada 
tingkat kerentanan fisik yang tinggi. Kategori sedang menunjukkan hanya terdapat lokasi 
wisata dan jalan pada kerentanan fisik yang sedang. Tingkat kerentanan wilayah total pada 
seluruh wilayah penelitian didominasi tingkat kerentanan tinggi (48,30%) dan sangat tinggi 
(41,98%). Terdapat beberapa wilayah dengan tingkat kerentanan sedang (9,72%). Peta 
kerentanan sosial ekonomi dapat dilihat pada Gambar 10. 

Kawasan pesisir utara menunjukkan sebagian besar kontribusi kerentanan akibat 
kondisi fisik (71,59%) daripada sosial ekonomi (28,41%). Kawasan pesisir timur 
menunjukkan sebagian besar kontribusi kerentanan akibat kondisi sosial (63,91%) 
daripada fisik (36,09%). Berdasarkan kondisi fisik kawasan pesisir utara dan timur 
memiliki karakteristik hampir serupa. Kondisi sosial ekonomi kawasan pesisir timur 
memiliki nilai yang lebih tinggi. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh keberadaan lokasi 
permukiman dengan kepadatan tinggi yang berada dekat dengan garis serta terletak 
hampir di sepanjang kawasan pesisir.  
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Gambar 10. Peta Tingkat Kerentanan Wilayah Kabupaten Bintan 

Pengelolaan Kawasan pesisir 

Manajemen pengelolaan lingkungan di kawasan pesisir harus dilandasi prinsip 
perlindungan dan pelestarian lingkungan sehingga pemanfaatan wilayah tidak 
mengakibatkan kerusakan dan peningkatan kerentanan dalam menghadapi bencana 
(Angkotasan et al., 2017). Strategi pengelolaan dilakukan sesuai dengan kelas kerentanan 
pada masing-masing wilayah. Wilayah dengan tingkat kerentanan sangat tinggi 
menunjukkan keberadaan permukiman dengan kepadatan tinggi yang berada pada kondisi 
fisik yang rentan terhadap kenaikan muka air laut. Pengelolaan lingkungan dilakukan 
dengan integrasi pola protektif dan pola akomodatif. Pola protektif dapat dilakukan dengan 
pembuatan seawall, peninggian kawasan dan pembangunan zona penyangga. Pola 
akomodatif dilakukan dengan pembuatan lokasi evakuasi, penyuluhan dan penyadaran 
masyarakat terkait kenaikan muka air laut, simulasi penanggulangan banjir rob dan 
meningkatkan kelembagaan siaga bencana.  

Wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi memiliki kerentanan fisik yang lebih tinggi. 
Wilayah dengan ini memiliki karakteristik tanpa permukiman yang padat namun memiliki 
nilai sosial ekonomi berupa keberadaan lokasi wisata dan jalan yang berdekatan dengan 
garis pantai. Pengelolaan lingkungan dapat dilakukan melalui pola protektif. Penerapan 
pola protektif harus disesuaikan dengan pemanfaatan wilayah yang sebagian besar sebagai 
pariwisata yaitu dengan pembuatan seawall, pemecah ombak dan penanaman mangrove. 
Selain itu dalam mendukung pola protektif dapat melibatkan masyarakat dalam menjaga 
kelestarian mangrove melalui penyuluhan terhadap pentingnya pelestarian mangrove serta 
penanaman kembali terhadap mangrove yang telah rusak.  

Wilayah dengan tingkat kerentanan sedang memiliki tingkat kerentanan fisik dan 
sosial ekonomi yang hampir seimbang. Perbandingan antara PVI dan SVI menunjukkan 
bahwa PVI sedikit lebih dominan. Wilayah dengan tingkat kerentanan sedang menunjukkan 
tidak terdapatnya permukiman padat, namun memiliki aktivitas wisata. Pengelolaan 
lingkungan dilakukan melalui pola akomodatif dan mundur. Pengelolaan lingkungan 
dilakukan dengan penerapan sempadan pantai dalam pengembangan wisata resor dan 
bangunan lainya, peningkatan sistem drainase pada lokasi wisata, peningkatan sistem 
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peramalan dan peringatan dini terhadap gelombang tinggi dan banjir rob, serta penerapan 
dan perubahan prinsip pariwisata menjadi ecotourism bahari.  

Penerapan strategi akomodatif dan mundur dapat diintegrasikan dengan strategi 
penggunaan ekosistem (Use of Ecosystem strategies). Penggunaan ekosistem dalam 
menghadapi kenaikan muka air laut dapat menurunkan pengaruh dari gelombang serta 
pertumbuhannya dapat mengimbangi kenaikan muka air laut melalui penumpukan 
sedimen. Strategi tersebut juga dapat memberikan manfaat lain di luar perlindungan 
kawasan pesisir seperti mendukung pariwisata, perikanan dan mengurangi konsentrasi gas 
rumah kaca (Gracia et al., 2018). Keberhasilan penerapan strategi dengan memanfaatkan 
ekosistem sangat bergantung pada kondisi kawasan pesisir secara fisik dan sosial. Secara 
fisik kondisi yang dapat memengaruhi terdiri dari proses hidrodinamika kelautan, proses 
erosi dan kualitas lingkungan perairan, sedangkan secara sosial terkait dengan aktivitas 
manusia terhadap suatu ekosistem tersebut (Gracia et al., 2018). Oleh sebab itu, 
penerapannya dapat dilakukan dalam suatu kerangka konsep Integrated Coastal Zone 
Management (ICZM) 

Integrated Coastal Zone Management (ICZM) merupakan kegiatan dan proses yang 
bersifat dinamis dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pesisir secara berkelanjutan 
sesuai dengan kondisi lingkungan secara fisik dan sosial ekonomi serta melibatkan berbagai 
pihak (Ablain et al., 2015; Ramdhan, 2021). Kurangnya penerapan konsep tersebut dapat 
dilihat berdasarkan kondisi lapangan dengan adanya beberapa bangunan yang tidak 
memperhatikan kesesuaian lahan. Berdasarkan penelitian Alamsah & Hidayah, (2023) di 
wilayah Tanjung Uban Utara terdapat 201 (68,14%) bangunan yang melanggar sempadan 
pantai. Secara garis besar penerapan konsep sebagai dasar strategi pada masing-masing 
wilayah dengan tingkat kerentanan tertentu berdasarkan ekosistem, sosial dan 
kelembagaan (Ramdhan, 2021). Oleh sebab itu, perumusan strategi pengelolaan lingkungan 
tidak hanya terbatas dalam tahap penyusunan namun juga dalam pelaksanaan dan 
pengawasan. 

Kesimpulan 

Tingkat kerentanan fisik kawasan pesisir Kabupaten Bintan terdiri dari kategori 
sedang, tinggi dan sangat tinggi dengan pengaruh terbesar oleh bentuk lahan dan elevasi. 
Sebagian besar kawasan pesisir Kabupaten Bintan (80,45%) berada pada kerentanan fisik 
yang sangat tinggi. Semakin tinggi tingkat kerentanan fisik menunjukkan bentuk lahan yang 
lebih rentan seperti lahan berpasir dengan elevasi yang semakin rendah. Tingkat 
kerentanan sosial ekonomi terdiri dari kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah 
dengan kontribusi akibat kepadatan penduduk. Tingkat kerentanan sosial ekonomi yang 
sedang (51,19%) dan sangat tinggi (40,11%) mendominasi di kawasan pesisir Kabupaten 
Bintan. Wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi dan sangat tinggi menunjukkan 
terdapatnya permukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Semakin tinggi tingkat 
kerentanan sosial ekonomi menunjukkan semakin tinggi nilai dan sistem sosial ekonomi. 
Tingkat kerentanan kawasan pesisir Kabupaten Bintan memiliki kategori tingkat 
kerentanan tinggi (48,30%) dan sangat tinggi (41,98%). Sebagian besar kawasan pesisir 
Kabupaten Bintan memiliki kerentanan kawasan pesisir tinggi yang menunjukkan tidak 
terdapat permukiman yang padat namun memiliki lokasi wisata dan infrastruktur jalan di 
wilayah dengan kondisi fisik yang rentan. Pendekatan penilaian kerentanan yang 
menggabungkan kerentanan fisik dan sosial ekonomi memberikan gambaran yang lebih 
komprehensif. Hasil penelitian dapat memberikan dasar yang kuat terhadap kebijakan 
dalam merancang strategi pengelolaan kawasan pesisir yang lebih sesuai dengan tingkat 
kerentanan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu protektif, akomodatif, dan mundur 
diintegrasikan melalui Integrated Coastal Zone Management (ICZM) dengan 
memperhatikan kondisi ekosistem, sosial dan kelembagaan. 
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